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MOTTO 

 

“Dan manusia akan memperoleh apa yang telah di 

usahakannya” 

(QS. An-Najm: 39) 

 

“The future belongs to those who believe in the beauty of their 

dreams” 

(Eleanor Roosevelt) 

 

“Hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan dan hanya ada 

satu kejahatan, yaitu ketidaktahuan” 

(Socrates) 
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Rahim ku simpan semua asah harapanku menghapus gundah dan 

sedihku juga kepada pimpinan yang penyanyang yang selalu 

merindukan umatnya Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu 

Alaihi Wasallam (SAW) serta rasa terimakasi yang tulus penulis 

ucapkan kepada kedua orangtu yang telah bekerja keras, untuk 

menguliahkan serta memberikan motivasi hingga mencapai akhir 

keberhasilanku. 

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, 

selalu memberikan kemudahan didalam setiap langkahku 

dan kesehatan sehingga dapa menyelesaikan studi 

perkuliahan dan tugas akhir (skripsi). 

2. Untuk Bundaku (Viki Yunisa) Terimakasi atas cinta 

yang tidak pernah habis, doa yang selalu mengiringi 

setiap langkahku, serta kasih sayang yang menjadi 

kekuatan dalam setiap perjuanganku. Skripsi ini 
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segala pengorbanan yang telah bunda berikan. Semoga 

Allah SWT selalu menjaga, melimpahkan kesehatan, 

kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah 

kehidupan bunda. 
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berikan demi masa depanku. Terimakasih karena selalu 

menjadi sosok yang mengajarkan arti kerja keras, 

keteguhan, dan tanggung jawab. Skripsi ini 

kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat,cinta, dan 

terima kasihku. Semoga Allah senantiasa melimpahkan 

kesehatan, keberkahan, serta membalas setiap kebaikan 

ayah dengan pahala yang berlipat ganda. 

4. Untuk Adik laki-lakiku (Muhammad Rafqi Al-Hafidz) 

Terimakasi atas dukungan dan kebersamaan selama ini. 

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi motivasimu 

agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu, menjadi 

pribadi yang tangguh dan membanggakan keluarga. 

Semoga Allah SWT selalu membimbing setiap 

langkahmu, serta mengantarkanmu meraih masa depan 

yang lebih baik. 

5. Untuk Adik permpuanku (Nabila Khairunnisa) 
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menjadi bukti bahwa setiap usaha yang disertai doa dan 

kerja keras akan membuahkan hasil. Teruslah belajar, 
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langkahmu. 
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awal dari perjalanan baru yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii  

SURAT PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan: 
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Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Baik di UINFAS Bengkulu 

maupun perguruan tinggi lainnya. 

Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa 

bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim 

pembimbing. 

Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah 
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dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya 
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ABSTRAK 

 

Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 

135/PUU-XXII/2024 Dan Implikasinya Terhadap Periodisasi 

Masa Jabatan DPRD Dan Kepala Daerah Perspektif Siyasah 

Dusturiyah 

 

Oleh: Rizki Zahria 

Nim: 2223150097 

 

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan 

pemilu lokal serta implikasinya terhadap masa jabatan DPRD dan 

kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan 

implikasinya terhadap periodisasi masa jabatan DPRD dan kepala 

daerah dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi 

berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 

1945, namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 

terdapat kecenderungan Mahkamah menjalankan fungsi positive 

legislator karena turut menentukan desain pemisahan pemilu dan 

rentang waktu pelaksanaannya. Sementara itu, penyesuaian masa 

jabatan DPRD dan kepala daerah merupakan kewenangan 

pembentuk undang-undang. Dalam perspektif Siyasah 

Dusturiyah, putusan tersebut memiliki tujuan kemaslahatan 

karena dapat meningkatkan efektivitas pemilu, tetapi juga 

berpotensi menimbulkan mafsadah berupa ketidakpastian hukum 

dan persoalan periodisasi masa jabatan. 
 

 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Masa Jabatan, 

DPRD, Kepala Daerah, Siyasah Dusturiyah. 
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ABSTRACT 

 

Limits of the Constitutional Courts Authority in Decision 

Number 135/PUU-XXII/2024 and Its Implications for the 

Periodization of the Terms of Office of DPRD Members and 

Regional Heads from the Perspective of Siyasah Dusturiyah 

 

By: Rizki Zahria 

Nim: 2223150097 

 

This study examines Constitutional Court Decision Number 

135/PUU-XXII/2024 concerning the separation of national and 

local elections and its implications for the terms of office of 

Regional Representative Council (DPRD) members and regional 

heads. This study aims to analyze the limits of the Constitutional 

Court‟s authority in the decision and its implications for the 

periodization of the terms of office of DPRD members and 

regional heads from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This 

research uses a normative juridical method with statutory and 

conceptual approaches through library research. The results show 

that the Constitutional Court has the authority to review laws 

against the 1945 Constitution; however, Decision Number 

135/PUU-XXII/2024 indicates a tendency for the Court to 

exercise a positive legislator function by determining the design 

of separated elections and their implementation period. 

Meanwhile, adjustments to the terms of office of DPRD members 

and regional heads remain the authority of the legislature. From 

the perspective of Siyasah Dusturiyah, the decision aims to 

achieve public benefit by improving the effectiveness of 

elections, but it may also create potential harm in the form of 

legal uncertainty and problems concerning the periodization of 

terms of office. 
 

 

Keywords: Constitutional Court, Elections, Term of Office, 

DPRD, Regional Heads, Siyasah Dusturiyah 
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skripsi yang berjudul “ Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dan Implikasinya 
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